
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 50                                                                                TAHUN 2024 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  

NOMOR      50     TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

  DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuian 

dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam 

rangka penyesuaian jenis Belanja Hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengelolaan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);  



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6809); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18  

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan 

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi  

Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 31) diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 31 

sampai dengan angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak 

dan kewajiban Daerah tersebut.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.  

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah.  

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah.  

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

bendahara umum daerah.  

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

yang dipimpinnya.  

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik Daerah.  

 



13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

Perangkat Daerah.  

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.  

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan 

Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.  

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun.  

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.  

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan oleh PA. 

20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai 

dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas 

pelaksanaan APBD.  

21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang 

dipisahkan.  

22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki daerah.  

 

 

 



23. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, 

BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan 

bantuan keuangan untuk partai politik yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko 

Sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.  

25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  

26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara 

Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.  

27. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila.  

28. Badan adalah sekumpulan orang yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok 

masyarakat maupun pemerintah.  

29. Lembaga adalah organisasi yang didirikan oleh perseorangan 

ataupun sekelompok orang yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan. 

30. Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh Perangkat Daerah/Instansi berwenang 

yang menyatakan bahwa lembaga, badan/organisasi 

kemasyarakatan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.  

 

 



31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro.  

33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil.  

34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 

adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau 

bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan 

aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa.  

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf e 

sampai dengan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan 

kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya 

berada di Daerah. 

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 huruf b diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa 4 huruf c diberikan kepada badan usaha milik negara 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 4 

huruf c diberikan kepada BUMD hanya berupa uang atau 

jasa dalam rangka untuk penerusan Hibah yang diterima 

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan 

dan Lembaga: 

a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki 

surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri 

Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;  

c. bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ 

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, 

dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau 

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; 

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya; 

e. Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. Usaha Mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan  

g. Usaha Kecil yang memiliki modal usaha lebih dari 

Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

(6) Belanja Hibah kepada Organsasi Kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang 

telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian 

yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(7) Belanja Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(8) Pengesahan dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 



3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yakni  

huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11  

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada 

Perangkat Daerah, yang diformulasikan ke dalam program, 

kegiatan dan sub kegiatan, diuraikan dalam jenis belanja 

Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek dan sub rincian 

objek. 

(2) Objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pemerintah Pusat;   

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. BUMN dan BUMD; 

d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia; dan 

e. Partai Politik. 

(3) Rincian objek dan sub rincian objek belanja Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat;  

b. Hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah 

lainya;  

c. Hibah uang, barang atau jasa kepada BUMN/BUMD;  

d. Hibah uang, barang atau jasa kepada Badan dan 

Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

e. Hibah uang, barang atau jasa kepada badan dan lembaga 

nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat 

keterangan terdaftar;  

f. Hibah uang, barang atau jasa kepada badan dan lembaga 

nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakat;  

g. Hibah uang, barang atau jasa kepada koperasi;  

h. Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik; 

i. Hibah uang, barang atau jasa kepada organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan  

j. Hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil.  

  



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 20 Desember 2024 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

 

HASSANUDIN  

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 20 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

 

LALU GITA ARIADI  

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 50 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

LALU RUDY GUNAWAN 

NIP. 19700527 199603 1 002 

  


